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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

IndonesiaImerupakan negara berkembang yang sedang mengupayakan 

berbagai pembangunan di segala aspek kehidupan, salah satunya adalah dalam 

aspek yang menjadi indikator majunya suatu negara yaitu perekonomian. 

Perekonomian di Indonesia sangat penting karena dengan majunya perekonomian 

di Indonesia dapatImewujudkanImasyarakatIyangIsejahtera, Iadil, Idan makmur 

sesuaiIcita-citaIbangsa Indonesia. Perlunya strategi khusus oleh pemerintah di 

sektor ekonomi sangat diperlukan untuk meningkatkan perekonomian rakyat. 

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu didukung oleh beberapa faktor, diantaranya 

dengan membenahi segi peraturan perundang-undangan yang merupakan 

implementasi dari kebijakan pemerintah  serta peran aktif seluruh lapisan 

masyarakat  yang mampu mendukung pembangunan hukum nasional Indonesia. 

Salah satu sektor dalam mendukung pembangunan hukum nasional adalah 

peraturan mengenai Perbankan. Kegiatan utama lembaga keuangan ini adalah 

menyerap dan menyalurkan dana ke masyarakat.
1 

Dalam dunia perbankan 

terdapat dua sistem yaitu sistem ekonomi yaitu sistem ekonomi konvensional dan 

dan sistem ekonomi syariah dimana kedua sistem tersebut memiliki tujuan yang 
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sama tetapi terdapat beberapa perbedaan yang sangat bertolak belakang pada 

prakteknya. 

BankIsangatIeratIkaitannyaIdenganIperedaranIuang, dalam rangka 

melancarkanIseluruh aktivitas keuanganImasyarakat. DenganIdemikian, Bank 

berfungsiIsebagai:
2
 

1. PedagangIdana (money lender), yaituIwahanaIyangIdapatImenghimpun 

danImenyalurkanIdanaImasyarakatIsecaraIefektifIdanIefisien. 

Bank menjadi tempat untukIpenitipanIdanIpenyimpananIuang, 

makaIkepadaIpenitipIdanIpenyimpanIdiberikanIselembarIkertasItandaIbukti. 

DalamIfungsinyaIsebagaiIpenyalurIdana, BankImemberikanIkreditIatau 

membelikannyaIkeIdalamIbentukIsurat-suratIberharga. 

2.  LembagaIyangImelancarkanItransaksiIperdaganganIdanIpembayaran 

uang. 

BankIbertindakIsebagaiIpenghubungIantaraInasabahIyangIsatuIdan 

nasabahIyangIlainnyaIjikaIkeduanyaImelakukanItransaksi. DalamIhalIiniIkedua 

orangItersebutItidakIsecaraIlangsungImelakukanIpembayaran, tetapiIcukup 

memerintahkanIkepadaIBankIuntukImenyelesaikannya. 

Lembaga perbankan ini merupakan lembaga financial intermediary yang 

menjadi perantara bagi orang yang memilki kelebihan dana dan orang yang 
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kekurangan dana. Bank berperan sebagai lembaga penyimpan dana masyarakat 

sertaIlembagaIpenyediaIdanaIbagiImasyarakatIdanIduniaIusaha. 

Dengan adanya Bank, masyarakat dapat dengan mudah melakukan 

transaksi Bisnis.
3
 

DalamIUndang-UndangIperbankanItelahIdijabarkanImengenaiIpengertian 

lembagaIkeuanganIBankIsecaraIotentikIyangIberbunyiIsebagaiIberikut :
4
 

“BankIsebagaiIbadanIusahaIyangImenghimpunIdanaIdariImasyarakatIdalam 

bentukIsimpananIdanImenyalurkannyaIkepadaImasyarakatIdalamIbentukIkredit 

dan/atauIbentuk-bentukIlainnyaIdalamIrangkaImeningkatkanItarafIhidupIrakyat 

banyak”
5
 

Banyak orang beranggapan bahwa Bank Islam yang menganut sistem 

perbankanIbebasIbunga (interest free) adalahIsesuatu yang tidak lazim diterapkan 

karena anggapan tersebut menimbulkan pertanyaan bagimana Bank dengan 

sistem tersebut akan membiayai operasinya. Oleh karena itu Indonesia sebagai 

Negara yang berpenduduk mayoritas muslim baru pada abad 20 ini mengenal 

bank-bank yang pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah setelah sekian lama 

perbankan Indonesia berpegang pada sistem konvensional atau bunga bank 

(inters sistem). 
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SejakIdikeluarkannyaIfatwaIbungaIharamIolehIMajelisIUlamaIIndonesia 

padaItahunI2003Iberdampak pada berkembangnya prinsip syariah pada Bank-

Bank di Indonesia baik dengan melakukan konversi dari sistem perbankan 

konvensional ke sistem perbankan syariah ataupun pembukaan cabang-cabang 

Bank syariah oleh Bank konvensional itu sendiri. 

Pada umumunya yangIdimaksudIdenganIBankIsyariahIadalahIlembaga 

keuanganIyangIusahaIpokoknyaImemberikanIpembiayaanIdanIjasa-jasaIlain 

dalamIlaluIlintasIpembayaranIsertaIperedaranIuangIyangIyangIberoperasi 

disesuaikanIdenganIprinsip-prinsipIsyariah. OlehIkarenaIitu, usahaIbankIakan 

selaluIberkaitanIdenganImasalahIuangIsebagaiIdaganganIutamanya.
6
 

Perbankan syariah sebagaimana halnya perbankan konvensional lainnya 

di Indonesia adalah lembaga intermediary yang berfungsi mengumpulkan dana 

dari dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas 

pembiayaan. Sehubungan dengan fungsi bank sebagai intermediary tersebut 

dalamIkaitannyaIdenganIpenyaluranIdanaImasyarakatIatauIpembiayaan 

berdasarkanIprinsipIsyariah, bankIsyariahImenanggungIresiko.
7
 

DalamIUndang-UndangINomorI21ITahunI2008ITentangIPerbankan 

Syariah, pembiayaanIadalahIpenyediaanIdanaIatauItagihanIyangIdipersamakan 

denganIituIberupa: 

1. TransaksiIbagiIhasilIdalamIbentukImudharabahIdanImusyarakah, 
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2. TransaksiIsewa-menyewaIdalamIbentukIijarahIatauIsewaIbeliIdalam 

bentukIijarahImuntahiyaIbittamlik, 

3. TransaksiIjualIbeliIdalamIbentukIpiutangIMurabahah, salam, dan 

istishna, 

4. TransaksiIpinjam-meminjamIdalamIbentukIpiutangIqardh, dan 

5. TransaksiIsewa-menyewaIjasaIdalamIbentukIijarahIuntukItransaksi 

multijasaIberdasarkanIpersetujuanIatauIkesepakatanIantaraIBank 

SyariahIdan/atauIUUIdanIpihakIlainIyangImewajibkanIpihakIyang 

dibiayaiIdan/atauIdiberiIfasilitasIdanaIuntukImengembalikanIdana 

tersebutIsetelahIjangkaIwaktuItertentuIdenganIimbalanIujrah, tanpa 

imbalan, atauIbagiIhasil. 

Bank yang berpedoman pada konsep syariah pada dasarnya selalu 

bersaing dengan Bank konvensional. Jika Bank syariah tidak memberikan 

keuntungan yang memadai maka nasabah lebih cenderung untuk menyimpan 

uangnya di Bank konvensional, hal ini tergantung pada suku bunga. Karena 

dengan sistem bagi hasil, nasabah tidak bisa memaksimalkan keuntungan 

terhadap uang yang disimpannya. 

 BerdasarkanIPeraturanIBankIIndonesiaINomorI7/46/PBI/2005 Tentang 

AkadIPenghimpunanIdanIPenyaluranIDanaIbagiIbankIyangImelaksanakanIusaha 
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BerdasarkanIPrinsipISyariah, murabahahIadalahIjualIbeliIbarangIsebesarIharga 

pokokIbarangIditambahIdenganInilaiIkeuntunganIyangIdisepakati.
8
 

M. Yasir Nasution mengemukakan bahwa ekonomi syariah dan ekonomi 

konvensional memiliki perbedaan yang mendasar terutamaIpadaIlandasan filosofi 

danIasumsi-asumsinyaItentangImanusia. EkonomiIsyariahIdibangunIatasIempat 

landasanIfilosofinya, yakni; 

Pertama ketauhidan.  Ketauhidan mengandung pengertianIbahwaIsemua 

yangIadaIdiIalamIiniImerupakanIciptaanIAllahISWTIdanIhanyaIAllahlahIyang 

mengaturIsegalaIsesuatunya, termasukImekanismeIhubunganIantar manusia, cara 

memperoleh rezeki dan melakukan transaksi bisnis serta kegiatan ekonomi 

lainnya; 

Kedua, keadilan dan keseimbangan. Keadilan dan keseimbangan memiliki 

arti bahwa kedua hal ini harus digunakan sebagai dasar untuk mencapai 

kesejahteraanIumatImanusia. OlehIsebabIitu, seluruhIkegiatanIekonomiIharus 

dilandasiIkepada pahamIkeadilanIdanIkeseimbanganIsebagaimana yang telah 

digariskan oleh Allah SWT; 

Ketiga kebebasan. Kebebasan dalam hal ini berarti IbahwaImanusiaIbebas 

melakukanIseluruhIaktivitasIekonomiIsepanjangItidakIadaIketentuanIAllah SWT 

yangImelarangnya; dan 
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Keempat, pertanggungjawaban. PertanggungjawabanIdalam artiImanusia 

sebagaiIpemegangIamanahImemikulItanggungIjawabIatasIsegalaIputusan-

putusanIyangIdiambilnya.
9
 Bisa disimpulkan secara garis besar ekonomi 

konvensional berorientasi kepada hal-hal yang bersifat dunia, sedangkan ekonomi 

Islam berorientasi tidak hanya dunia saja tetapi juga kepada hal-hal yang bersifat 

ukhrawi sebagai ibadah kepada Allah SWT. 

Landasan syariah perbankan syariah adalah ketentuan-ketentuan hukum 

muamalah, khususnya menyangkut hukum akad. IBentuk-bentukIakadIjualIbeli 

yangItelahIdibahasIparaIulamaIdalamIfiqihImuamalahIterbilangIbanyak. Ada 

tigaIjenisIjualIbeliIyangItelahIbanyakIdikembangkanIsebagaiIsandaranIpokok 

dalamIpembiayaanIdiIperbankanIsyariah, yaitu; 

1. Bai‟ al- murabahah (jualIbeliIbarangIpadaIhargaIasalIdenganItambahan 

keuntungan/marginIyangIdisepakati), 

2.  Bai‟ as-salam (pembelianIbarangIyangIdiserahkanIdikemudianIhariIdi 

manaIpembayaranIdilakukanIdiImuka/tunai), dan  

3. Bai‟ al-istishna (istishna‟IhampirIsamaIdenganIsalamIyaituIdariIsegi 

obyekIpesanannyaIyangIharusIdibuatIatauIdipesanIterlebihIdahulu 

denganIciri-ciriIkhusus, hanyaIsajaIpembayaranIdilakukanIsecara 

bertahapIsesuaiIkesepakatan).
10

 

                                                           
9
 M. Yasir Nasution, Ekonomi Islam Pada Millenium Ketiga, Dalam Prospek Bank Syariah Pada 

Millenium Ketiga, Peluang dan Tantangan, Editor Azhari Akmal Tarigan, IAIN SUMUT bekerja 

sama dengan FKBEBI Medan dan BI Medan, 2002, h.5-6. 
10

 M. Syafi’i Antonio, Bank Syari‟ah : Dari Teori Ke Praktek, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, 

cet. III, h. 101. 



 
 

8 
 

Akad murabahah sudah digunakan murni untuk tujuan dagang sejak awal 

munculnya dalam fiqh. IMurabahahIadalahIsuatuIbentukIjualIbeliIdengan 

komisi, diImanaIpembeliIbiasanyaItidakIdapatImemperolehIbarangIyang ia 

inginkanIkecualiIlewatIseorangIperantaraIatauIketikaIpembeliItidakImauIsusah-

susahImendapatkannyaIsendiri, sehinggaIiaImencariIjasaIseorangIperantara. 

Bank-BankIsyariahIumumnyaImengadopsiImurabahahIuntukImemberikan 

pembiayaanIjangkaIpendekIkepadaIparaInasabahIgunaIpembelianIbarang 

meskipunImungkinInasabahItidakImemilikiIuangIuntukImembayar.  

Akad pembiayaanIMurabahahIadalah akadIyangIpaling banyak diminati 

para nasabah di Bank Syariah. Beberapa alasan yang menjadi sebab diminatinya 

akad ini adalah sebagai berikut; 

1. MurabahahIadalahIsuatuImekanisme investasi pembiayaanIjangka 

pendek, IdanIdibandingkanIdenganIsistemIProfitIandILossISharing 

(PLS) lebih mudah;  

2. Mark-upIdalamImurabahahIdapatIditentukan secara pasti yang 

merupakan jaminan bagi LKS dalam memberikan return kepada 

penyimpan dana dan juga dapat melakukan perbandingan dengan 

tingkat bunga yang ada di Bank konvensional;  

3. MurabahahImenjauhkanIketidakpastianIyangIadaIpadaIpendapatanIdari 

bisnis-bisnisIdenganIsistemIPLS; 
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4. MurabahahItidakImemungkinkanILKSIuntukImencampuriImanajemen 

bisnis, IkarenaILKSIbukanlahImitraIsiInasabah, sebabIhubungan 

merekaIdalamImurabahahIadalahIhubunganIantaraIpenjualIdan pembeli 

atauIpemberiIdanIpenerimaIpembiayaan. 

KarakteristikImurabahahIadalahIpenjualIharusImemberiItahuIpembeli 

tentangIhargaIpembelianIbarangIdan ImenyatakanIjumlahIkeuntunganIyang 

ditambahkanIpadaIbiayaItersebut. Biaya-biayaItersebutIdapatIberupaIbiaya 

langsungImaupunItidakIlangsungIyangIberkaitanIdenganIpekerjaanIataupunIhal-

halIyangIbergunaIdalamImendapatkanIbarangIyangIdiinginkanInasabah. 

TransaksiIyangImenggunakanIprinsipIjual-beliImurabahahImengharuskanIpihak 

bankImemilikiIbarangIyangIdiinginkanIolehIpihakInasabahIyangImengajukan 

pembiayaan, Kemudian pihak bank akan menjualnya kepada pihak nasabah 

dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati bersama. 

BerdasarIFatwaIDewanISyariahINasionalINomorI04 /DSN-MUI-IV/2000 

TentangIKetentuanIUmumIMurabahahIDalamIBankISyariahIadalahIsebagai 

berikut: 

a. PihakIbankIdanIpihakInasabahIdiharuskanImelakukanIakadIyang 

bebasIdariIriba. 

b. BarangIyangImenjadiIobyekIakadIadalahIbarangIyangItidak 

diharamkanIolehIsyariahIIslam. 

c. PihakIbankImembayaiIsebagianIatauIseluruhnyaIhargaIpembelian 

barangIyangItelahIdisepakatiIkualifikasinya. 
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d. PihakIbankImembeliIbarangIyangIdiperlukanInasabahIatasInama 

bankIsendiri, danIpembelianIiniIharusIsahIdanIbebasIdariIriba. 

e. PihakIBankIharusImenyampaikanIseluruhIhalIyangIberkaitan 

denganIpembelianIsecaraIjelas. 

f. PihakIbankIkemudianImenjualIobyekItransaksiIkepadaIpihak 

nasabahIdenganImenginformasikanIhargaIjualIditambahIdengan 

keuntungannya. 

g. PihakInasabahImembayarIhargaIbarangIdanIjangkaIwaktuIyang 

telahIdisepakatiIbersamaIkeduaIbelahIpihak. 

h. UntukImencegahIrusaknyaIakadIkeduaIbelahIpihakImakaIpihak 

bankIdanIpihakInasabahIdiperbolehkanIuntukImengadakan 

perjanjianIkhususIuntukImenjaganya. 

i. JikaIpihakIbankIhendakImewakilkanIkepadaIpihakInasabahIuntuk 

membeliIbarangIdariIpihakIketigaImakaIakadIjualIbeliIharus 

dilakukanIsetelahIbarangIsecaraIprinsipImenjadiImilikIbank. 

Ketentuan Dewan Syariah Nasional tersebut pada prakteknya kurang 

efektif karena baik Bank Konvesioal maupun Bank Syariah hanyalah merupakan 

badan intermediasi yang berperan sebagai sarana pembiayaan dan bukan untuk 

membeli barang dari suatu pihak kemudian menjualnya kembali kepada nasabah. 

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan penuh 

untuk membuat akta otentik dimana akta tersebut sangat berperan penting bagi 

kegiatan perbankan karena dapat menjadi alat pembuktian yang sah serta 
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memiliki kekuatan dan kepastian hukum bagi pemegangnya apabila terjadinya 

sengketa di kemudian hari. 

B. Perumusan Masalah 

BerdasarkanIuraianIlatarIbelakangItersebut, ImakaIdapatIdirumuskan 

permasalahanIsebagaiIberikut; 

1. Bagaimana Kedudukan Notaris dalam Pengaturan Pembiayaan 

Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah? 

2. Bagaimana Peran Notaris pada Implementasi Pembiayaan Murabahah di 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah? 

3. Apa Hambatan yang Terjadi dan Strategi Penanganan Penyelesaian 

Masalah dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Pada dasarnya tujuan penelitian ini adalah untuk memperdalam 

pemahaman tentang masalah-masalah yang telah dirumuskan. IAdapunItujuan 

penelitianIiniIadalah; 

1. UntukImengetahuiIdanImenganalisis Kedudukan Notaris dalam 

Pengaturan Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah. 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Notaris pada Implementasi 

Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang terjadi dan strategi 

penanganan penyelesaian masalah terhadap hambatan tersebut pada 

Pembiayaan Murabahah di Bank Permbiayaan Rakyat. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Dengan penilitianIiniIdiharapkan dapatIbergunaIbaikIsecaraIteoritis 

maupunIsecaraIpraktis; 

1. Manfaat Teoritis 

PenelitianIiniIdiharapkanIdapatImemberikan manfaat teoritis sebagai 

berkut; 

a. Memberi masukan dan pemikiran demi tercapainya pembiayaan 

Murabahah yang aman sesuai peraturan dan Undang-Undang yang 

berlaku serta mengetahui hambatan beserta solusinya bagi 

pembiayaan tersebut. 

b. Sebagai bahan studi bagi ilmu pengetahuan hukum perdata khususnya 

tentang hukum ekonomi syariah. 
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2. Manfaat Praktis 

PenelitianIiniIdiharapkanIdapatImemberiImanfaatIterhadap kepentingan 

penegakan hukum bagi notaris, kedua belah pihak dalam pembiayaan, serta 

masyarakat luas sehingga dapat dijadikan masukan untuk pengaturan dan 

implementasi pembiayaan Murabahah. 

 

E. Kerangka Konseptual 

 

1. Hukum Ekonomi Syariah 

SistemIhukumIekonomiIsyariahImencakupIcaraIdanIpelaksanaan 

kegiatanIusahaIyangIberdasarkanIprinsipIsyariah. HalIituIbiasaIdisebutIsistem 

hukumIekonomiIIslam. IlmuIekonomiIsyariahImerupakanIilmuIpengetahuan 

sosialIyangImempelajariImasalah-masalahIekonomiIkerakyatanIyang 

berdasarkanIprinsip-prinsipIsyariah. ApabilaIdiamatiIantaraIilmuIekonomi 

hukum Islam dengan ilmu ekonomi nonhukum Islam maka ditemukan perbedaan 

yang mendasar, yaitu di satu pihak (ilmu ekonomi hukum Islam) menghormati 

nilai-nilai kemauan hukum Pencipta manusia yang tercantum di dalam al-Quran 

yang kemudian diimplementasikan oleh Nabi Muhammad dalam kehidupan 

sosial bermasyarakat, baik ketika hidup di Makkatul Mukarramah maupun di 

Madinatul Munawwarah. 
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DalamIilmuIhukumIekonomiInonsyariah masalahIpilihanIituIsangat 

tergantungIpadaIperilakuImasing-masingIindividu. Individu yang tidak 

memperhitungkan persyaratan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap muslim 

maka akan mengabaikan rambu-rambu hukum Islam. INamunIdalamIilmu 

hukumIekonomiIsyariah, tidak beradaIdalamIkedudukanIuntukImendistribusikan 

sumber-sumberIyangIbertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam. 

 PembatasanIyangIseriusIberdasarkanIaturanIketetapanIdalamIkitabIsuci 

al-QuranIdanISunah Nabi Muhammad SAW. Dalam hukum ekonomi syariah, 

kesejahteraanIsosialIdapatIdimaksimalkanIjikaIsumberIdayaIekonomiIjuga 

dialokasikanIsedemikianIrupa, sehinggaIdenganIpengaturan kembalikeadaannya, 

tidakIseorangIpunIlebihIbaikIdenganImenjadikanIorangIlainIlebihIburuk. Oleh 

karenaIitu, sukaIatauItidak, ilmuIhukumIekonomiIsyariahItidakIdapatIberdiri 

netralIdiIantaraItujuanIyangIberbeda-beda. IKegiatanImembuatIdanImenjual 

minuman ImemabukkanIdapatImerupakanIaktivitasIyangIbaikIdalamIsistem 

hukumIekonomiInonsyariah. INamun, IdalamIhalIiniItidakIdimungkinkanIoleh 

sistemIhukumIekonomiIsyariah. 

Undang-UndangINo.3ITahunI2006ItentangIperubahanIatasIUndang-

UndangINo.7ITahunI1989ItentangIPeradilanIAgamaIsepertiIdiungkapkanIdi 

atas, telahIdisahkanIolehIPresidenIRepublikIndonesia. KelahiranIundang-undang 

iniImembawaIimplikasiIbesarIterhadapIperundang-undanganIyangImengatur 

hartaIbenda, bisnis, danIperdaganganIsecaraIluas. PadaIPasalI49IpoinIi 

disebutkanIdenganIjelasIbahwaIPengadilanIAgamaIbertugasIdanIberwenang 
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memeriksa, Imemutus, IdanImenyelesaikanIperkaraIdiItingkatIpertamaIantara 

orang-orangIyangIberagamaIIslamIdiIbidangIekonomiIsyariah 

DalamIpenjelasanIUndang-UndangItersebutIdisebutkanIbahwaIyang 

dimaksudIdenganIekonomiIsyariahIadalahIperbuatanIatauIkegiatanIusahaIyang 

dilaksanakanImenurutIprinsipIsyariah, antaraIlainImeliputi; 

1. BankISyariah, 

2. LembagaIKeuanganIMikroISyariah, 

3. AsuransiISyariah, 

4. ReasuransiISyariah, 

5. ReksadanaISyariah, 

6. ObligasiISyariahIdanISuratIBerhargaIBerjangkaIMenengahISyariah, 

7. SekuritasISyariah, 

8. PembiayaanISyariah, 

9. PegadaianISyariah, 

10. DanaIPensiunILembagaIKeuanganISyariah, dan 

11. BisnisISyariah. 

Amandemen peraturan perundang-undangan dimaksud, Imembawa 

implikasiIbaruIdalamIsejarahIhukumIekonomiIsyariahIdiIIndonesia. ISelamaIini, 

wewenangIuntukImenanganiIperselisihanIatauIsengketaIdalamIbidangIhukum 

ekonomiIsyariahIdiselesaikanIdiIPengadilanINegeriIyangInotabeneIbelumIbisa 

dianggapIsebagaiIhukumIsyariah. 
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Sebelum amandemen Undang-Undang No.7 Tahun 1989 dimaksud, 

penegakanIhukumIkontrakIbisnisIdiIlembaga-lembagaIkeuanganIsyariah tersebut 

mengacuIpadaIketentuanIKUHIPerdataIyangImerupakanIterjemahanIdari 

BurgerlijkIWetboek,IkitabIundang-undangIhukumIsipilIBelandaIyang 

dikonkordansiIkeberlakuannyaIdiItanahIjajahan Hindia BelandasejakItahunI1854 

ini, IsehinggaIkonsepIperikatanIdalamIhukumIIslamItidakIlagiIberfungsiIdalam 

praktikIformalitasIhukumIdiIdalamImasyarakat, tetapiIyangIberlakuIadalahIBW. 

SecaraIhistoris, Inorma-normaIyangIbersumberIdariIhukumIIslamIdi 

bidangIperikatan (transaksi) IiniItelahIlamaImemudarIdariIperangkatIhukum 

yangIadaIsebagaiIakibatIpolitikIhukumIPenjajahIyangIsecaraIsistematis 

mengkikisIkeberlakuanIhukumIIslamIdiItanahIjajahanIHindiaIBelanda. 

Akibatnya, lembagaIperbankanIdanIlembaga-lembagaIkeuanganIlainnyaIsangat 

terbiasaImenerapkanIketentuanIBukuIKetigaIBurgerlijkIWetboek (BW) Iyang 

sudahIditerjemahkan, IolehIkarenaIituIuntukImemulaiIsuatuItransaksiIsecara 

syariahItanpaIpedomanIteknisIyangIjelasIakanIsulitIsekaliIdilakukanIoleh pelaku 

bisnis. 

KetikaIwewenangImengadiliIsengketaIhukumIekonomiIsyariahImenjadi 

sesenangIabsolutIhakimIpengadilanIagama, dibutuhkanIadanyaIkodifikasi 

hukumIekonomiIsyariahIyangIlengkapIagarIhukumIdimaksudImemeliki 

kepastianIhukumIdanIparaIhakimImemilikiIrujukanIstandarIdalam 

menyelesaikanIkasus-kasusIsengketaIdiIdalamIbisnisIsyariah. IDalamIbidang 

hukumIperkawinan, Iwarisan, IdanIwakaf, pendudukIyang mendiamuINegara 
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RepublikIIndonesiaItelahImemilikiIKompilasiIHukumIIslamI (selanjutnya 

disebut KHI), IsedangkanIdalamIbidangIekonomiIsyariahIdisebutIKompilasi 

HukumIEkonomiISyariahI (KHES). 

KedudukanIKHIIsecaraIkonstitusionalImasihIsangatIlemahIdan 

keberadaannyaIhanyaIsebagaiIinstruksiIPresiden. IKarenaIituIdibutuhkanIsuatu 

aturanIhukumIyangIlebihIkuatIdanIdapatImenjadiIrujukanIparaIhakimIdalam 

memutuskanIberbagaiIpersoalanIhukum. ISelainIitu, paraIahliIhukumIIslam 

perluImerumuskanIKodifikasiIHukumIEkonomiISyariahI (KHES). 

KodifikasiIadalahIhimpunanIberbagaiIperaturanImenjadiIUndang-

UndangIatauIhalIpenyusunanIkitabIperundang-undanganIdalamIsejarahnya, 

formulasiIsuatuIhukumIatauIperaturanIdibuatIsecaraItertulisIyangIdisebut jus 

scriptum. DalamIperkembanganIselanjutnyaIlahirlahIberbagaiIperaturanItertulis 

yangIdisebutIcorpusIjuris. 

 SetelahIjumlahIperaturanIituImenjadiIdemikianIbanyak, maka 

dibutuhkanIsebuahIkodifikasiIhukumIyangImenghimpunIberbagaiImacam 

peraturanIperundang-undangan. IParaIahliIhukumIdanIhakimIpunIberupaya 

menguasaiIperaturan-peraturanIituIdenganIbaikIagarImerekaIbisaImenyelesaikan 

berbagaiImacamIpersoalanIukumyaulIdiItengahImasyarakatIdenganIpenuh 

keadilanIdanIkemaslahatan.  

HukumIekonomiIsyariahIyangIberasalIdariIfiqihImuamalah, IyangItelah 

dipraktekkanIdalamIaktivitasIlembagaIkeuanganIsyariahImemerlukanIwadah 
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perundang-undanganIagarImemudahkanIpenerapannyaIdalamIkegiatanIusahaIdi 

lembaga-lembagaIkeuanganIsyariah.  

Wadah peraturan perundang-undangan dimaksud, menjadi dasar dalam 

pengambilan keputusan di Pengadilan dalam bidang ekonomi syariah. Hal ini 

menunjukkan bahwa tanpa peraturan perundang-undangan yang mengatur 

ekonomi syariah dimungkinkan adanya perbedaan pendapat terlebih lagi dengan 

karakteristik bidang muamalah yang bersifat elastis dan terbuka sangat 

memungkinkan bervariasinya putusan-putusan tersebut sehingga mempunyai 

potensi yang dapat menghalangi pemenuhan rasa keadilan. Dengan demikian, 

lahirnya Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah dalam sebuah Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata Islam menjadi sebuah keniscayaan. 

2. Pembiayaan Murabahah 

MurabahahImerupakanIsalahIsatuIbentukImenghimpunIdanaIyang 

dilakukanIolehIperbankanIsyariah, IbaikIuntukIkegiatanIusahaIyangIbersifat 

produktifImaupunIyangIbersifatIkonsumtif. IMurabahahIadalahIjualIbeliIbarang 

padaIhargaIasalIdenganItambahanIkeuntunganIyangIdisepakatiIdanItidakIterlalu 

memberatkanIcalonIpembeli. SejakIawalIkemunculannyaIdalamIfiqih, 

kontrakImurabahahItampaknyaItelahIdigunakanImurniIuntukItujuan 

dagang. MurabahahIadalahIsuatuIbentukIjualIbeliIdenganIkomisi, diImanaIsi 

pembeliIbiasanyaItidakIdapatImemperolehIbarangIyangIdiaIinginkanIkecuali 
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lewatIseorangIperantara, atauIketikaIsiIpembeliItidakImauIsusah-susah 

mendapatkannyaIsendiri, sehinggaIiaImencariIjasaIseorangIperantara.
11

 

DalamIdaftarIistilahIbukuIhimpunanIfatwaIDSN (Dewan Syariah 

Nasional) IdijelaskanIbahwaIyangIdimaksudIdenganImurabahahIadalahImenjual 

suatuIbarangIdenganImenegaskanIhargaIbelinyaIkepadaIpembeliIdanIpembeli 

membayarnyaIdenganIhargaIyangIlebihIsebagaiIlaba.  

JualIbeliIiniIberbedaIdenganIjualIbeliImusawwamahIatauIbiasaIdisebut 

denganItawarImenawar. MurabahahIterlaksanaIantaraIpenjualIdanIpembeli 

berdasarkanIhargaIbarang, hargaIasliIpembelianIpenjualIdiketahuiIolehIpembeli 

danIkeuntunganIpenjualIpunIdiberitahukanIkepada pembeli, sedangkan 

musawwamahIadalahItransaksiIyangIterlaksanaIantaraIpenjualIdenganIpembeli 

denganIsuatuIhargaItanpaImelihatIhargaIasliIbarang.  

MurabahahImerupakanIbagianIterpentingIdariIjualIbeliIdanIprinsipIakad 

iniImendominasiIpendapatanIBankIdariIproduk-produkIyangIadaIdiIsemuaIBank 

Islam.  PengertianIMurabahahIsecaraIlafdziIberasalIdariImasdarIribhun 

(keuntungan). Murabahah berasalIdariIrabaha–yurabihu-murabahatan (memberi 

keuntungan).
12

 SedangkanIpengertianImurabahahIdalamIartiIlainIadalahIsebagai 

berikut; 

1. MurabahahIadalahIpersetujuanIjualIbeliIsuatuIbarangIdenganIharga 

sebesarIhargaIpokokIditambahIdenganIkeuntunganIyangIdisepakati 

                                                           
11

 Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syariah, Jakarta, Paramadina, 1996 
12

 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2004 
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bersamaIdenganIpembayaranIyangIditangguhkanI1IbulanIsampaiI1 

tahun. 

2. MurabahahIadalahIjualIbeliIbarangIdenganIhargaIasalIdengan 

tambahanIkeuntunganIyangIdisepakati. 

3. MurabahahIadalahIjualIbeliIbarangIpadaIhargaIasalIdenganItambahan 

keuntunganIyangIdisepakatiIantaraIpihakIBankIdanInasabah. 

MurabahahIadalahIjualIbeliIbarangIpadaIhargaIasalIdenganItambahan 

keuntunganIyangIdisepakatiIantaraIpihakIBankIdenganInasabah. 

DalamIMurabahah, penjualImenyebutkanIhargaIpembelianIbarangIkepada 

pembeli, kemudianIia mensyaratkanIatasIlabaIdalamIjumlahItertentu. Pada 

perjanjianIMurabahah, BankIsyariahImembiayaiIpembelianIbarangIyang 

dibutuhkanIolehInasabahIdanImenjualnyaIkembaliIkepadaInasabahIdengan 

hargaIjualIsebesarIhargaIpokokIdenganIditambahIkeuntunganIyangIdisepakati 

antaraIBankIdenganIcalonInasabahIdanIpembayaranIdapatIdilakukanIdengan 

caraIditangguhkan. Atau dapatIdikatakanIsebagaiIsuatuIperjanjianIyang 

disepakatiIantaraIBPRIIslamIdenganInasabah, IdimanaIBPRIIslamImenyediakan 

pembiayaanIuntukIpembelianIbahanIbakuIatauImodalIkerjaIlainnyaIyang 

dibutuhkanIolehInasabah, yangIakanIdibayarIkembaliIolehInasabahIsebesar 

hargaIjual Bank (hargaIbeliIBankIplusImarginIkeuntunganIpadaIsaatIjatuh 

tempo).  

DenganIkataIlainIyaituIbankIsebagaiIpenjualIdanInasabahIsebagai 

pembeli, IyangImanaIbarangIdiserahkanIsegeraIdanIpembayaranIdilaksanakan 
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secaraItangguh.
13

 SedangkanIdalamIpengadaanIbarangIyangIdibutuhkanInasabah 

yangItercantumIdalamIpengertianIdiIatas, bankIdapatImembelinyaIsendiri 

kemudianIBankImenjualIbarangItersebutIkepadaInasabahIdenganIhargaIjual 

BankIyangItelahIdisepakatiIsebelumnyaIolehIkeduaIbelahIpihak. Sedangkan 

untukIpengertianIpembiayaanImurabahahIberdasarkanIPasalI1IAngkaI12IUU 

NomorI10ITahunI1998ItentangIPerbankan, IdisebutkanIbahwaIpembiayaan 

berdasarkanIprinsipIsyariahIadalahIpenyediaanIuangIatauItagihanIyang 

dipersamakanIdenganIituIberdasarkanIpersetujuanIatauIkesepakatanIantaraIBank 

denganIpihakIlainIyangImewajibkanIpihakIyangIdibiayaiIuntukImengembalikan 

uangIatauItagihanItabunganIsetelahIjangkaIwaktuItertentuIdenganIimbalanatau 

bagiIhasil. 

Undang-undangIPerbankanISyariahINomorI21ITahunI2008, IpadaIPasal 1 

AngkaI25ImenyebutkanIbahwaIpembiayaanIadalahIpenyediaanIdanaIatau 

tagihanIyangIdipersamakanIdenganIituIberupa; 

1. TransaksiIbagiIhasilIdalamIbentukImudharabahIdanImusyarakah, 

2. TransaksiIsewaImenyewaIdalamIbentukIIjarahIMuntahiyaIBittamlik, 

3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah,Salam, dan Isthisna’, 

4. TransaksiIpinjamImeminjamIdalamIbentukIpiutangIQardh, 

TransaksiIsewaImenyewaIjasaIdalamIbentukIijarahIuntukItransaksi 

multijasaIberdasarkanIpersetujuanIatauIkesepakatanIantaraIBankIsyariah 

dan/atauIUUSIdanIpihakIlainIyangImewajibkanIpihakIyangIdibiayai dan/atau 

                                                           
13

 Adrian Sukedi, Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum, Jakarta, Ghalia 

Indonesia, 2009 
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diberiIfasilitasIdanaIuntukImengembalikanIdanaItersebutIdalamIjangkaIwaktu 

tertentuIdenganIimbalanIujrah, tanpaIimbalan, atauIbagiIhasil. 

PembiayaanIMurabahahItermasukIdalamIpenyaluranIdanaIolehIBank 

syariahIdenganIsistemIjualIbeli. IKonsepIiniItelahIbanyakIdigunakanIolehIBank-

BankIdanIlembaga-lembagaIkeuanganIIslamIuntukIpembiayaanImodal kerja, 

danIpembiayaanIperdaganganIparaInasabahnya. 

JadiIpembiayaanIMurabahahIadalahIperjanjianIjual-beliIantaraIBank 

denganInasabah, IdiImanaIBankImembeliIbarangIyangIdiperlukanInasabah 

kemudianImenjualnyaIkepadaInasabahIyangIbersangkutanIsebesarIharga 

perolehanIditambahIdenganImarginIkeuntunganIyangIdisepakatiIdiIawal 

perjanjianIantaraInasabahIdanIBankISyariah.  

SelainIituIpembiayaanIMurabahahImerupakanIpembiayaanIyang 

diberikanIkepadaInasabahIdalamIrangkaIpemenuhanIkebutuhanIproduksi 

(inventory). PembiayaanImurabahahImiripIdenganIKreditIModalIKerjaIyang 

biasaIdiberikanIolehIBank-BankIkonvensional, IdanIkarenanyaIpembiayaan 

MurabahahIberjangkaIwaktuI1ItahunI (Short Run Financing). 

Bank-BankIIslamIpadaIumumnya telah menggunakan Murabahah sebagai 

metodeIpembiayaanImerekaIyangIutama, ImeliputiIkira-kiraI75%IdariItotal 

kekayaanImereka. SertaImengadopsiIMurabahahIuntukImemberikanIpembiayaan 

jangkaIpendekIkepadaIparaInasabahIgunaIpembelianIbarangImeskipunImungkin 

siInasabahItidakImemilikiIuangIuntukImembayar. Murabahah, sebagaimana 

yangIdigunakanIdalamIperbankanIIslam, prinsipnyaIdidasarkanIpadaIdua elemen 
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pokok: hargaIbeliIsertaIbiayaIyangIterkait, danIkesepakatanIatasIlaba.IJadi,ciri 

dasarIkontrakIMurabahahI (sebagaiIjualIbeliIdenganIpembayaranItunda) adalah 

siIpembeliIharusImemilikiIpengetahuanItentangIbiaya-biayaIterkaitIdengan 

hargaIasliIbarang, IdanIbatasIlabaIharusIditetapkanIdalamIbentukIpersentase dari 

totalIhargaIplusIbiaya-biayanya, IbarangIyangIdijualIadalahIbarangIatau 

komoditasIdanIdibayarIdenganIuang, barangIyangIdiperjualbelikanIharusIada 

danIdimilikiIolehIsiIpenjualIdanIsiIpenjualIharusImampuImenyerahkanIbarang 

ituIkepadaIsiIpembeli, IdanIpembayarannyaIditangguhkan. 

PembiayaanIMurabahahImerupakanIsalahIsatuIbentukIpembiayaan 

berbasis INatural Certainty Contract  karenaIdalamImurabahahIditentukan 

berapaIrequired rate of profit-nya (keuntunganIyangIinginIdiperoleh). 

3. Bank Pembiayaan Rakyat 

BankIPembiayaanIRakyatIyangIbiasaIdisingkatIdenganIBPRIadalah 

salahIsatuIjenisIBankIyangIdikenalImelayaniIgolonganIpengusahaImikro, kecil 

danImenengahIdenganIlokasiIyangIpadaIumumnyaIdekatIdenganItempat 

masyarakatIyangImembutuhkan. (BI) 

BPRIadalahIlembagaIkeuanganIBankIyangImenerimaIsimpananIhanya 

dalamIbentukIdepositoIberjangka, tabungan, dan/atauIbentukIlainnyaIyang 

dipersamakanIdenganIituIdanImenyalurkanIdanaIsebagaiIusahaIBPR. 

(Gunadarma) 

http://bprinfo.blogspot.com/p/apa-itu-bank-perkreditan-rakyat-bpr.html
http://bi.go.id/
http://gunadarma.ac.id/
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BPRIsudahIadaIsejakIjamanIsebelumIkemerdekaanIyangIdikenalIdengan 

sebutanILumbungIDesa, BankIDesa, BankITani danIBankIDagangIDesa 

atauIBankIPasar. BPRImerupakanIlembagaIperbankanIresmiIyangIdiatur 

berdasarkanIUndang-UndangINo. I7ItahunI1992ItentangIPerbankanIdan 

sebagaimanaItelahIdiubahIdenganIUndang-UndangINo. 10ItahunI1998. Dalam 

undang-undangItersebutIsecaraIjelasIdisebutkanIbawahIadaIduaIjenisIBank, 

yaituIBankIUmumIdanIBPR. FungsiIBPRItidakIhanyaIsekedarImenyalurkan 

kreditIkepadaIparaIpengusahaImikro, IkecilIdanImenengah,tetapiIjugaImenerima 

simpananIdariImasyarakat. DalamIpenyaluranIkreditIkepadaImasyarakat 

menggunakanIprinsipI3T, yaituITepatIWaktu, TepatIJumlah, TepatISasaran, 

karenaIprosesIkreditnyaIyangIrelatifIcepat, persyaratanIlebihIsederhana, dan 

sangatImengertiIakanIkebutuhanINasabah. 

DalamImemberikanIkredit, BPRIwajibImempunyaiIkeyakinanIatas 

kemampuanIdanIkesanggupanIdebiturIuntukImelunasiIutangnyaIsesuaiIdengan 

perjanjian. 

DalamImemberikanIkredit, BPRIwajibImemenuhiIketentuanIBank 

IndonesiaImengenaiIbatasImaksimumIpemberianIkredit, pemberianIjaminan, 

atauIhal lainIyangIserupa, yangIdapatIdilakukanIolehIBPRIkepadaIpeminjam 

atauIsekelompokIpeminjamIyangIterkait, ItermasukIkepadaIperusahaan-

perusahaanIdalamIkelompokIyangIsamaIdenganIBPRItersebut. BatasImaksimum 

tersebutIadalahItidakImelebihiI30%IdariImodalIyangIsesuaiIdenganIketentuan 

yangIditetapkanIBankIIndonesia. 

http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/bank_pasar.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/bank_perbankan.aspx
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DalamImemberikanIkredit, BPRIwajibImemenuhiIketentuanIBank 

IndonesiaImengenaiIbatasImaksimumIpemberianIkrediI, IpemberianIjaminan, 

atauIhalIlainIyangIserupa, IyangIdapatIdilakukanIolehIBPRIkepadaIpemegang 

saham (dan keluarga) IyangImemiliki 10% atau  lebihIdariImodalIdisetor, 

anggotaIdewanIkomisaris (danIkeluarga), anggotaIdireksi (danIkeluarga), pejabat 

BPRIlainnya, sertaIperusahaan-perusahaanIyangIdiIdalamnyaIterdapat 

kepentinganIpihakIpemegangIsaham (danIkeluarga) yangImemiliki 10% atau 

lebihIdariImodalIdisetor, anggotaIdewanIkomisaris (danIkeluarga), anggota 

direksi (danIkeluarga), pejabatIBPRIlainnya. BatasImaksimumItersebutItidak 

melebihiI10%IdariImodalIyangIsesuaiIdenganIketentuanIyangIditetapkanIBank 

Indonesia 

4. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

 BankIPembiayaanIRakyatISyariahIdibentukIberdasarkanIUndang-

UndangINomorI7ITahunI1992ItentangIPerbankanIsertaIPeraturanIPemerintah 

NomorI72ITahunI1992ItentangIBankIBerdasarkanIPrinsipIBagiIHasilIyang 

kemudianImengalamiIperubahanIdanIdiaturIdalamIUndang-UndangINomorI10 

TahunI1998. 

 MenurutIOtoritasIJasaIKeuangan, BankIPembiayaanIRakyatISyariah 

merupakanIbankIyangIberpedomanIpadaIprinsipIsyariahIdanItidakImelakukan 

kegiatanIjasaIdalamIlaluIlintasIpembayaran. 

 KegiatanIBankIPembiayaanIRakyatISyariahIdalamIusahanyaIdiatur 

dalamISuratIKeputusanIDirekturIBankIIndonesiaINomor 32/36/KEP/DIR/1999 
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padaItanggalI12IMeiI1999ItentangIBankIPerkreditanIRakyatIBerdasarkan 

PrinsipISyariah. 

 

F. Metode Penelitian 

 

1. Metode Pendekatan 

Jenis Penelitian yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang 

timbul dalam tesis ini adalah yuridis sosiologis, artinya penelitian dilakukan 

terhadap keadaan nyata penerapan sistem terhadap masyarakatIdenganImaksud 

danItujuanIuntukImenemukanIfakta (fact-finding), yangIkemudianImenuju pada 

identifikasi (problem-identification) dan kemudian menuju pada penyelesaian 

masalah (problem-solution).
14

 

2. Spesifikasi Penelitian 

SpesifikasiIyangIdigunakanIdalamIpenelitianIiniIadalahIdeskriptif 

analitis, deskriptifIanalitisIadalahIsuatuIpenelitianIyang menggambarkan 

masalah hukum dan menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan pada penelitian 

yang bersangkutan. 

3. Sumber Bahan Hukum atau Data 

                                                           
14

 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1982, h.10 
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DataIdalamIpenelitianIiniImenggunakanIdataIprimerIdanIdataIsekunder, 

yaitu; 

a. DataIPrimerIadalahIdataIyangIdiperoleh dengan cara mengadakan 

penelitian melalui wawancara kepada pihak yang memiliki 

peranan penting terhadap penerapan sistem perbankan syariah ini 

denganIbertanyaIsecaraIlangsungIkepadaIrespondenIyangItelah 

ditetapkanIsebelumnya. 

b. DataISekunder adalahIdataIyangImendukungIketeranganIatau 

menunjangIkelengkapanIdataIprimerIyangIdiperolehIdariIstudi 

Undang-Undang, Peraturan yang berlaku, atau literatur.  

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

TeknikIpengumpulanIdataIyangIdigunakanIdalamIpenelitianIiniIadalah 

observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk 

melihat secara nyata penerapan sistem murabahah yang dilakukan oleh Bank 

Pembiayaan Rakyat Arta Leksana Purwokerto. Wawancara mendalam digunakan 

untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini. Wawancara ini dilakukan kepada pihak Bank 

Pembiyaan Rakyat yang menganut berpedoman pada sistem hukum ekonomi 

syariah dan menerapkan pembiayaan murabahah terhadap nasabahnya. 

5. Metode Analisis Data 
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MetodeIanalisisIyangIdigunakanIdalamIpenelitianIiniIadalahImetode 

deskriptifImurni (pure description). MetodeIini digunakan untuk mendapatkan 

gambaran yang komprehensif tentang implementasi pembiayaan murabahah 

G. Sistematika Penulisan 

DalamIsistematikaIpenulisanItesisIiniImengacuIpadaIbukuIpedoman 

penulisanItesisIProgramIMagister (S.2) Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) untuk memudahkan dalam 

mengikuti penulisan dan pembahasan pada penulisan tesis yang berjudul 

“Pengaturan dan Penerapan Sistem Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah” maka penulisan tesisIiniIdibagiImenjadi empatIbab, IdimanaIantara satu 

babIdenganIbabIyangIlainIsaling berhubungan, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan penyajian Latar Belakang pemikiran sehingga timbul suatu 

permasalahan. Bab ini terdiri dariILatarIBelakangIMasalah, PerumusanIMasalah, 

TujuanIPenelitian, ManfaatIPenelitian, KerangkaIKonseptual, MetodeIPenelitian, 

SistematikaIPenulisan, serta Jadwal Penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari pengertian jual beli, 

pengetian bank menurut islam, pengertianIBankIPembiayaanIRakyatISyariah, 

sistemIpembiayaanIdiIBankIPembiayaanIRakyat Syariah, dan sistem pembiayaan 

murabahah 
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BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

MenyajikanIhasilIpenelitianIdanIpembahasanItentang rumusan masalah 

yangIada pada penulisan tesis ini, yang terdiri dari pengaturanIpembiayaan 

murabahahIdiIBankIPembiayaan RakyatISyariah, implementasiIpembiayaan 

murabahahIdiIBankIPermbiayaan Rakyat Syariah serta hambatan dan stategi 

penangananIpembiayaanImurabahahIdiIBank Pembiayaan RakyatISyariah. 

BAB IV PENUTUP 

BerisikanIkesimpulanIyang dapat ditarik sebagai hasil dari pembahasan 

serta berisi tentang saran atas penulisan tesis yang telah dibuat ini. 
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H. Jadwal Penelitian 

Jadwal Penelitian yang meliputi pengumpulan data dan analisis data akan 

dilakukan pada waktu 3 (tiga) bulan. 

NO KEGIATAN 

MEI 2017 JUNI 2017 JULI 2017 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1 

Pengajuan 

Usulan 

Penelitian 

  

          

  

2 

Bimbingan 

Proposal 

  

  

        

  

3 Penulisan Tesis     

      

  

      

4 Ujian Tesis          

 

  

 

5 

Perbaikan dan 

Penggandaan 

Tesis 

         

   

   

 


